PERATURAN PENGUASA PERANG TERTI NG3
REPUBLI K | NDONESI A
NOMCR 3 TAHUN 1960
TENTANG
PEMBATASAN TERHADAP PENCETAKAN, PENERBI TAN, PENGUMUVAN,
PENYAMPAI AN, PENYEBARAN, PERDAGANGAN DAN/ ATAU PENEMPELAN
SURAT KABAR ATAU NMAJALAH YANG MEMPERGUNAKAN HURUF BUKAN HURUF
LATI N ATAU HURUF ARAB ATAU HURUF DAERAH | NDONESI A

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A SELAKU
PENGUASA PERANG TERTI NG3

Meni nbang :

bahwa perlu nengadakan penbatasan terhadap pencetakan, penerbitan,
pengunmuman, penyanpai an, penyebaran perdagangan dan/ atau penenpel an
surat kabar atau najal ah yang nenpergunakan huruf bukan huruf Latin
atau huruf Arab atau huruf Daerah | ndonesi a;

Mengi ngat :

1. Keput usan Presiden Republik Indonesia No. 315 tahun 1959 dan
No. 3 tahun 1960;

2. Pasal 13 ber hubungan dengan pasal 23, 36, 48 dan 58 Peraturan
Pemerintah  Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959
(Lenbar an- Negara tahun 1959 No. 139) tentang Keadaan Bahaya;

Menmut uskan

Dengan nencabut Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf
Angkat an Darat No. Prt/Peperpu/023/1958 tanggal 24 Mei 1958 tentang
"l arangan pencet akan, pener bi t an, pengunmunman, penyanpai an,
penyebaran, perdagangan dan/atau penenpelan surat kabar atau
maj al ah yang nenper gunakan huruf bukan huruf Latin atau huruf Arab
atau huruf Daerah Indonesia tanpa izin Penguasa Perang Pusat".

Menet apkan :
Peraturan tentang penbatasan terhadap pencetakan, penerbitan
pengununman, penyanpai an, penyebar an, per dagangan dan/ at au

penenpel an surat kabar atau maj al ah yang nenpergunakan huruf bukan
huruf Latin atau huruf Arab atau huruf Daerah | ndonesi a.

Pasal 1.

Mel arang pencetakan, penerbitan, pengunuman, penyanpai an,
penyebaran, perdagangan dan/atau penenpelan surat kabar atau
maj al ah yang nenpergunakan huruf bukan huruf Latin atau huruf Arab
atau huruf Daerah I|ndonesia dengan nmaksud untuk atau setidaknya
dapat nmenduga akan diketahui oleh wunum tanpa nendapat izin
terl ebi h dahulu dari Penguasa Perang Tertinggi, yang dal am hal i ni
pel aksanaannya dijal ankan oleh Kepala Seksi Keanmanan/Pertahanan
Staf Penguasa Perang Tertinggi.

Pasal 2.

Bar ang si apa nel akukan perbuatan yang dil arang dal am ket ent uan



yang tersebut dalam pasal 1 Peraturan ini, dihukum dengan hukuman
sebagai mana yang telah ditentukan dalam pasal 48 Peraturan
Penerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lenbaran-
Negara tahun 1959 No. 139) ialah hukuman kurungan sel ana-| amanya
satu tahun atau denda setinggi-tingginya |inma puluh ribu rupiah.

Pasal 3.

Tindak pidana yang tersebut dalam pasal 2 Peraturan ini,
sebagai mana yang telah ditentukan dalam pasal 58 Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lenbaran-
Negara tahun 1959 No. 139) adal ah ternmasuk pel anggar an.

Pasal 4.

Surat kabar atau majal ah yang nenper gunakan huruf bukan hur uf
Latin atau huruf Arab atau huruf Daerah Indonesia yang dicetak,
diterbi tkan, diunmunkan, disanpai kan, disebarkan, diperdagangkan
dan/atau ditenpelkan tanpa nenpunyai surat izin sebagai mana
di mksudkan dal am pasal 1 Peraturan ini sesudah rmulai berl akunya
Peraturan ini, dapat diranpas dan di nusnahkan

Pasal 5.

Peraturan ini berlaku untuk daerah-daerah yang berlangsung
dal am keadaan darurat sipil, keadaan darurat mliter dan keadaan
per ang.

Pasal 6.

Peri zinan yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Penguasa
Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/023/1958
tanggal 24 Mei 1958 yang pada hari ditetapkannya Peraturan ini
masi h berl aku, berlaku terus berdasarkan Peraturan ini.

Pasal 7.

Peraturan ini nmulai berlaku pada hari di undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya, nenerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penenpatan dal am Lenbaran- Negara
Republ i kK I ndonesi a.

Dt etapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 1960.
Pej abat Presi den/Panglima Tertinggi

DJ UANDA.

D undangkan di Jakarta tanggal

pada 27 Mei 1960.

Angkat an Perang Sel aku Penguasa Menteri Kehaki man,
Perang Tertinggi,

SAHARDI O



PENJELASAN
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTI NGA3
No. 3 TAHUN 1960
t ent ang
PEMBATASAN TERHADAP PENCETAKAN, PENERBI TAN, PENGUMUVAN,
PENYAMPAI AN, PENYEBARAN, PERDAGANGAN DAN ATAU PENEMPELAN SURAT
KABAR ATAU NVAJALAH YANG MEMPERGUNAKAN HURUF BUKAN HURUF LATI N
ATAU HURUF ARAB ATAU HURUF DAERAH | NDONESI A.

PENJELASAN UMUM

Ber hubung dengan ni at dan usaha Peneri ntah untuk nenbawa serta
seluruh golongan masyarakat nendukung kegi at an-kegi atan yang
di | akukan ol eh Penerintah serta al at-al atnya, ternyata nenperol eh
sanbutan yang baik dan serta-nerta. Dalam hubungan itu sungguh
di perlukan al at-al at penerangan dan al at-al at penyal uran pendapat
unmum secar a | uas.

Adal ah suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, bahwa ada
segol ongan anggota  nmsyar akat yang hanya dapat nmenf aham
hur uf - huruf bukan huruf-huruf Latin atau huruf Arab atau huruf
Daer ah | ndonesi a, sedangkan gol ongan nmasyarakat itu seperti hal nya
dengan gol ongan mnasyarakat yang lain juga nenbutuhkan alat-al at
pener angan dan penyal ur an pendapat umum  nengenai segal a
kegi at an- kegi atan yang dil akukan oleh Penerintah, sehingga oleh
karena itu wuntuk kepentingan nereka perlu dinungkinkan adanya
peredaran dan |ain sebagainya dari pada surat kabar atau nmjal ah
yang nenpergunakan. huruf yang dapat nereka faham dan yang dapat
genberikan pener angan dan penyal uran pendapat umum yang di naksudkan

i at as.

Akan tetapi disanping itu nmasih perlu diadakan penelitian yang
seksama terhadap sura-surat kabar atau. majalah yang di maksudkan
di atas, agar supaya jangan sanpai dapat disal ah-gunakan untuk
tujuan-tujuan tertentu yang dapat nerugikan kepentingan serta
keamanan negar a.

Dengan adanya Peraturan ini, Penguasa Perang Tertinggi akan
dapat nengadakan penelitian yang saksana terhadap surat-surat kabar
dan/atau nmajal ah yang akan diizinkan pencetakan, penerbitan dan
sebagai nya agar jangan sanpai dapat di sal ah-gunakan unt uk
tujuan-tujuan tertentu yang dapat nerugikan kepentingan serta
keamanan negar a.

Surat izin yang dinmaksudkan itu akan diberikan dengan suatu
keputusan, yang dal am hal ini pelaksanaanya dijal ankan ol eh Kepal a
Seksi Keamanan/ Pertahanan Staf Penguasa Perang Tertinggi setel ah
di teri ma pernnohonan dari penerbit/penanggung-jawab surat kabar atau
maj al ah yang ber sangkut an.

PENJELASAN PASAL DEM PASAL

Pasal 1.
a. Dengan katakata "huruf", termasuk pula angka yang sejenis
dengan huruf itu.
b. Dengan kata-kata "huruf", Daerah |ndonesia", adalah huruf-

huruf dari Daerah |ndonesia, msalnya huruf Jawa, huruf dari



Daerah Tapanuli, Bali, Toraja dan |ain sebagainya.
Pasal 2 sanpai dengan 7
Ti dak nener| ukan penj el asan.
Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAVBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960

YANG TELAH DI CETAK ULANG
Sumber : LN 1960/ 67; TLN NO 1998



